PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844), pemerintahan
daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah;

. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737), untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan daerabh;

. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi seluas—luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Rejang Lebong, maka
perlu ditetapkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong;

. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong.

. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

. Undang—-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang—-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



Undang—-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya
Undang—Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 ).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Menetapkan

DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG
PENETAPAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong dan DPRD.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

d. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Urusan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.



